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ABSTRAK

Rekrutmen Tentara Anak merupakan hal yang dilarang dalam Hukum Humaniter
Internasional dan tergolong sebagai Kejahatan Perang berdasarkan Rome Statute. Rekrutmen dan
penggunaan Tentara Anak seringkali dilakukan oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara, akan
tetapi terdapat  beberapa permasalahan vang ditemui dalam meminta pertanggungjawaban
Kelompok Bersenjata Non-Megara atas tindakannya terscbut. fmiernational Criminal Court
memiliki wurisdiksi atas natwral persons dan tindakan  kejahatan perang, namun terdapat
unsur-unsur vang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban individu,
serta dibutuhkan adanya penentuan mengenai bentuk partisipasi yang dilakokan. Prosedur vang
harus dipenuhi agar situasi saat dirujuk kepada fnternational Criminal Cowrt juga menjadi suatu
pertanvaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban
individu dari  pimpinan Kelompok  Bersenjata  Mon-Negara  dalam Konflik  Bersenjata
Mon-Internasional atas rekrotmen Tentara Anak serta bagaimana prosedur rujukannya kepada
Internationad Criminal Cowrs, Darl penulisan vang telah dilakukan dan diteliti dapat diambil
schuah kesimpulan bahwa Pasal 8 ayat (2) butir (b) angka (xxvi) Fome Statute mengatur
conscripting dan enlisring anak di bawah wmur 15 tahun ke dalam kelompok bersenjata dan
menggunakan Tentara Anak secara aktif dalam pertikaian merupakan sebuah kejahatan perang, di
mana pimpinan dan Kelompok Bersenjata Non-Negara dapat dinilan telah melakukan commission
sehagaimana diatur dalam Pasal 25 avat (3) butir a Rome Statude atas perannya dalam kelompok
tersebul. Prosedur vang harus dipenuhi agar svatu sitwvasi dapal dirojuk kepada International
Criminal Court adalah referval, prefiminary examination, admissibility, dan justice asvessoent,

Kata Kunei: Pertanggungjawaban Individu, Tentara Anak, Kelompok Bersenjata Non-MNegara,
konflik Bersenjata Non-Internasional

ABSTRACT

The recruttment of child seldiers is prohibited in International Humanitarian Law and classified
ws o War Crime under the Bome Statte, The vecrwitment and use of child seldiers is often carvied
ol by New-State Armed Growps, but there are several problents encountered in holding Non-State
Armed Groups aecountable for their actions. The fnternational Criminal Court has jurisdiction
aver natiral persons and acts of war crinies, but there ave elepients that must be met in order for
an individual to be held accountable, and a determination of the form of participation is requived,
The procedure that must be fulfilled in order for the situation to be referved to the International
Criminal Cowrt s also g question, The purpose af this research is to find out how the individual
responsifility of the leaders of Non-State Armed Groups in Non-nternational Armed Conflicts for
the recruitment of child soldiers and how the referval proceduve to the international criminal
couwrt, From the writing that has been done and researched, it can be concluded that Article 8
paragraph (2F point (B) nuniber (oodl) of the Rome Statute regulates conscripting and enlisting
childven under the age of 15 inte armed groups and using clild soldicrs actively in figheing is a
war crime, where the leader of a non-state armed growp can be considered ro have committed a
commtission as stipulated fn Article 25 pavagragh (3) point a of the Rome Statute for his role in the
group. The procedures that must be fulfilled in order for a situation to be referved 1o the
International Criminal Court are peferval, preliminary examinagtion, admissibility, and justice
EsELsnent.

Kevwords: Individual Responsibilive, Child Soldiers, Non-State Armed Group, Non-International
Armed Conflict,
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dan  Hukum
Internasional Publik vang terdiri dari aturan-aturan yang digunakan dalam konflik
bersenjata.’ Hukum Humaniter Internasional memiliki beberapa tujuan, yaitu
untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun warga sipil dari
penderitaan  yang tidak perlu (wnnecessary  suffering), menjamin hak para
kombatan yang jatuh ke tangan musuh, serta mencegah dilakukannya perang
secara kejam tanpa mengenal batas dengan asas perikemanusiaan sebagai hal yang
paling penting® Dalam pengaturan mengenai konflik bersenjata, Hukum
Humaniter Internasional mengatur mengenai pembagian konflik  bersenjata
menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Konflik Bersenjata Internasional atau mrernational
Armed  Conflict  (selanjutnya  disebut  IAC) dan Konllik Bersenjata
Non-Internasional atau Non-International Armed Conflict (selanjutnya disebut
NIAC).

Berdasarkan Pasal 2 Konwvensi Jenewa [ tentang Perbaikan Keadaan
Anggota Angkatan Perang yvang Luka dan Sakit i Medan Pertempuran Darat
atau Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded
and Sick in Armed Forces 1949 (selanjutnya disebut GC I), IAC merupakan
konflik yang terjadi antara satu atau lebih negara dengan menggunakan kekuatan
bersenjata melawan negara lain.” Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 2 GC 1.
maka pihak yang terlibat dalam TAC adalah negara. Sementara, pengaturan
mengendl NIAC diatur dalam Pasal 3 GC 1 yang mendefinisikan NIAC sebagai
konflik bersenjata di mana terdapat satu atau lebih Kelompok Bersenjata

Non-Negara yang terhibat. Dalam NIAC, pertikaian dapat terjadi diantara

' International Committee of The Red Cross, “International Hunmmlan'in Llw. ,Answ ers To 'mur

Cuestions™, Rl.lu.. FWL.h dlﬂk'ﬁﬂ.'ﬁ p-m.lH 31 Oktober 2022, Iotern: '
1 % -] by =

* Arlina Permanasari et al, Puugmmu' Hukwm Humanirer, (Jakarta: International Committee of The

Red Cross, 1999), 3-6,

* Pasal 2 Geneva Convention ! for the Amelioration af the Condition of the Wounded and Sick in

Armed Forees 1949,




angkatan bersenjata Negara dengan Kelompok Bersenjata Non-Negara maupun
antara Kelompok Bersenjata Non-Negara saja. Kelompok Bersenjata Non-Negara
yang dimaksud dalam NIAC menurut Pasal | ayat (1) Protecol Additional to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of Non-International Armed Conflicts (Protocol [1) 1977 (selanjutnya disebut AP
IT) adalah angkatan bersenjata yang memberontak atau kelompok bersenjata
terorganisir lainnya vang berada di bawah komando yang bertanggungjawab,
menduduki  suatu wilayah tertentu dan mampu menyelenggarakan operasi
militernya secara berlanjut dan teratur, serta tunduk protokol ini.”

Pada saat terjadinya konflik bersenjata, terdapat 4 (empat) prinsip utama
Hukum Humaniter Internasional yang berlaku, yaitu sebagai berikut: distinction,
military necessity, unnecessary suffering, and proportionality.” Salah satu prinsip
tersebut vaitu prinsip pembedaan atau distinction menjadi salah satu prinsip yang
esensial dalam Hukum Humaniter Internasional. Konsep dasar dari prinsip
distinciion adalah pihak-pihak dalam konflik harus membedakan antara warga
sipil (civilians) dan kombatan (combatanis). Adapun, perbedaan antara “warga
sipil’ dan ‘kombatan® menjadi  krusial karena implementasi dari Hukum
Humaniter Internasional berada pada pembedaan antara warga sipil dan
kombatan. Pembedaan tersebut disebabkan karena serangan hanya boleh ditujukan
terhadap kombatan serta  (erikainya kombatan olech Hukum Humaniter
Internasional untuk menghargai kewajiban-kewajiban tertentu.” Dalam konteks
konflik bersenjata internal atau NIAC, pembedaan dilakukan antara pihak vang
terlibat dengan pihak yang tidak terlibat atau pihak vang tidak lagi terlibat dalam
pertikaian, Hal tersebut disebabkan karena adanya kesulitan untuk mendefinisikan
*kombatan’ serta pihak mana yang menggunakan use of force secara sah dalam

konflik ini karena seringkali tidak dapat diketahui secara pasti pihak mana yang

" Pasal | avat | Protocol Additional to the Geneva Conventions of |2 August 1949, and relating to
the Protection of Yictims of Non-International Anned Conllicts { Protocol [1) 1977,

! Gary Sohs, The Law af Armed Conflici International Humanitarian Law in War, {New York:
Cambridgze University Press, 20107, 250,

" Medecing Sans Frontieres, “The Practical Guide o Humanitarian Law”.  Medecins Sans
Fronticres, diakses pada 31 Oktober 2022, Doclors withoul borders | The Practical Guide fo

T




merupakan anggota dari angkatan bersenjata negara dan pihak mana vang
merupakan anggota dart Kelompok Bersenjata Non-Negara.”

Berbeda dengan kombatan, warga sipil tidak boleh menjadi objek dari
serangan, Kombatan adalah pihak yang diberi kewenangan oleh Hukum
Humaniter Internasional untuk menggunakan wuse of force dalam situasi konflik
bersenjata vang mana menjadikan mereka sebagai sasaran militer yang sah.”
Berkebalikan dengan kombatan, warga sipil adalah semua orang yang tdak
termasuk ke dalam anggota dari angkatan bersenjata dari pihak dalam konflik
maupun bagian dari levee en masse. Salah satu pihak yang menjadi bagian dari
warga sipil adalah anak.

Anak merupakan bagian dari warga sipil yang diberikan perlindungan secara
khusus oleh Hukum Humaniter Internasional. Menurut Pasal 77 ayat (1) Pretocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Vietims of buernational  Armed Conflicts  (Protocol 1) 1977
(selanjutnya disebut AP 1) mengatur bahwa anak harus menjadi objek
penghormatan khusus dan harus dilindungi dan segala bentuk serangan. Dalam
ayat selanjutnya, bahwa pihak-pihak dalam konflik harus mengambil semua
tindakan agar anak vang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun tidak terlibat
secara langsung dalam konflik. khususnya untuk tidak merekrut anak ke dalam
angkatan bersenjata mercka.” Pasal 4 ayat (3) butir (¢) dari AP 1T juga mengatur
hal yang sama, namun memperluas cakupannya tidak hanya ke dalam angkatan
bersenjata. namun juga ke dalam kelompok bersenjata, Hal ini dikarenakan AP |
mengatur dalam konteks IAC, sedangkan AP Il mengatur dalam hal NIAC. Selain
itu, Pasal 8 ayat (2) butir (b) angka (xxv1) dan Pasal 8 ayat (2) () huruf (vii) Rome
Statute mengatur bahwa merekrut anak di bawah 15 tahun ke dalam angkatan
bersenjata'” maupun kelompok bersenjata termasuk ke dalam Kejahatan Perang."
Namun. pada kenyataannya. rekrutmen anak scbagai tentara masih marak

ditemukan dalam konflik bersenjata. Berdasarkan data yang dimuat oleh United

T Il

" Medecins Sans Frontieres,“The Practical Guide to Humamtarian Law”,

* Pazal 77 avat (2) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating
to the Protection of Victims of Intermational Armed Conflicts (Protoeol 1) 1977,

" Pasal 8 ayat (2) butir (b) angka (xxvi) Rome Statute 1998,

" Pasal ® avar (2 butir () angka (vil) Rome Statre 1995,



Nations International Children'’s Fund (selanjutnya disebut sebagai UNICEF),
diantara tahun 2005 hingga 2020, tercatat 93.000 anak yang terlibat dalam konfhk
bersenjata.”* Pada tahun 2021, Majelis Umum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
atau the United Nations (selanjutnya disebut PBB) menyatakan bahwa lebih dan
8.500 anak digunakan menjadi Tentara Anak dalam berbagai konflik bersenjata,
dengan 2.700 diantaranya meninggal dunia.'’ Salah satu kasus perekrutan Tentara
Anak di bawah umur terjadi di Somalia yang dilakukan oleh Harakat al-Shabaab
al-Mujahideen (selanjutnya disebut Al-Shabaab). Selama dekade terakhir,
Al-Shabab telah merekrut ribuan anak untuk di indokirinasi dan menjadi pasukan
di garis depan." Human Rights Wateh menyatakan bahwa Al-Shabaab telah
merekrut 6.843 anak sejak 2016, dan adanya indikasi peningkatan dalam
rekrutmen anak sebesar 300% dari tahun 2017 hingga 2021.7 Selain itu, pada
periode antara | Agustus 2016 dan 30 Juni 2021, the Country Task Force on
Monitoring and Reporting (CTFMR) memverifikasi 21.560 pelanggaran terhadap
18.079 anak vang terdiri atas 3.291 perempuan dan 14.788 laki-laki vang mana
mayoritasnya memiliki keterkaitan dengan Al-Shabaab.

Kelompok Bersenjata Non-Negara seperti Al-Shabaab termasuk ke dalam
armed wing dari aktor non-negara dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional.'
Aktor non-negara — baik kelompok bersenjata atau  perusahaan  bisnis
multinasional besar — adalah aktor penting dalam hubungan internasional
kontemporer.'”  Saat ini. sebagian besar konflik Dbersenjata bersifat
non-internasional yvang melibatkan banyak kelompok bersenjata,’® Dalam hal ini.
Kelompok bersenjata didefinisikan sebagai suatu pihak dalam konflik vang terdiri

dari angkatan bersenjata yang terorganisir, kelompok-kelompok dan satuan-satuan

2 LINIE'I:.I- E'_"hlldrcn Ranlltcd by Armed Fanr:ﬁ or -ﬂurmr:d I.:rcrum UNICEF, 12 Apustus,
202, C - ; : :
MO Reuters, Muu. Tlmn H, :-[il.“r Ch Iern Usrd as Hﬂldlm, in 21’"12(} U M. Reuters, 12 Agustus,
‘}.[]2‘1 A = ;

" Human R:ghls Watch, Snmalm -*u! ‘i]lahah DLmandmg Ehlh:lren Human Rights Watch, |
Januard, 2023, 5 a Winleh (hrwong

¥ Ihid.

" Tnternational Committee of The Red Cross, “Armed E'rmupq Fm::rnalmn'll C‘nmmutec nf' The
Red Cross, 25 Maret, 2023, Amne - 4

Lu..r.u...'.m.:.t

(poneyvs-academv.ch)

'* thid.



yang berada di  bawah komando vyang bertanggung jawab terhadap
kelompok-kelompok tersebut."

Rekrutmen anak sebagai tentara dilakukan oleh Komandan dari Al-Shabaab
dengan cara perekrutan paksa (forced recruitments) seperti melalmn penculikan.
Bentuk rekrutmen ini seringkali ditemukan dalam rekrutmen Tentara Anak oleh
aktor non-negara. Berbeda dengan rekrutmen Tentara Anak yang dilakukan oleh
negara yang memiliki regulasi dan mekanisme perckrutan tertentu, perekrutan
Tentara Anak yang dilakukan oleh aktor selain negara seringkali dilakukan tanpa
kontrol yang jelas. Penggunaan Tentara Anak dapat menyebabkan pelanggaran
hak anak karena perekrutan dan pelibatan anak dalam konflik bersenjata sebagai
Tentara Anak dapat menimbulkan penderitaan bagi anak tersebut.” Anak-anak
yang menjadi Tentara Anak rentan untuk mengalami kekerasan serta kondisi
hidup yang kurang layak bagi tumbuh kembang dan keschatan anak.”’ Sebagian
besar dari anak-anak tersebut dipaksa untuk melakukan kejahatan-kejahatan
perang tanpa memiliki kemampuan untuk menolak perintah tersebut.” Rekrutmen
anak sebagal Tentara Anak juga dapat menyebabkan berkurangnya perlindungan
terhadap anak dan membahavakan anak karena keterlibatannya dalam konflik
bersenjata.

Penggunaan Tentara Anak lebih banyak dilakukan oleh aktor non-negara,
khususnya kelompok bersenjata.” Ribuan anak terus menjadi sasaran dan menjadi
korban; anak-anak diculik, dipaksa dan direkrut ke dalam Kelompok Bersenjata
Non-Negara., Penggunaan Tentara Anak dalam konflik bersenjata telah dilarang

dalam Hukum Humaniter Internasional® Akan tetapi, sebagian besar dari

" Intermational Committeg of The Red Cross, “IHL Dambases Customary THL”, International
Committee of The Red Cross, 31 Oktober, 2022, Customary 1L - Rule 4. Defnition of Armed

- TDNE .
@ Rahadian Diffaul Barragq Sowartono, “Penggunaan Tengara Anak Oleh Akior Sclain Negara
Ditinjay Dan Hukuwm Humaniler Internasional”, Jwrnad Hedoeme dus Qg fusten 27, no, 3 (20201,
527, https:/doi.ore/ 102088 53 dustum. vol2 7 iss3 arts

M fhid,

™ The Prosecutor v, Sam Hinga Norman, SCSL-2003-08-PT (SCSL. 2003

“ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Child Saoldiers World
Index Reveals bhuLng Seah. ol'(‘hﬂd Ru.ltill!'m.-ﬂl Ay mmd lh;. Wur]d i Ruh;.!Ws.l:- l‘.im!».-u.a [mdd
I3 Agustus 2022, (] :
the world - World | ReliefWeh

A International Committes of the Red Cross, “Child Soldiers, How Does Law Proteet in War?."”
fnit:rn"limﬂa[ Commillee l.:ii' lhl., Red Cross; 3 Januwar, 2023, Child soldiers | How does low prodect
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mstrumen-mstrumen hukum dalam Hukum Humaniter Internasional menekankan
kewajibannya pada negara. Perjanjian atau konvensi yang berlaku dan mekanisme
pelaksanaannya tetap terfokus pada negara, dan meskipun Kelompok Bersenjata
Non-Negara dapat terikat oleh Hukum Humaniter Internasional, mereka tidak
terlibat dalam pembuatan, juga tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian
internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari diksi yang digunakan, contohnya
Konvensi Jenewa yang menggunakan diksi the High Contracting Parfies yang
merupakan negara-negara peserta sebagai subjek pengemban kewajiban.
Kemudian, terdapat beberapa tantangan signifikan yang dihadapi dalam hal
kepatuhan Kelompok Bersenjata Non-Negara terhadap hukum humaniter, yaitu
adanya inkonsistensi dalam pengaturan khususnya yang berkaitan dengan
rekrutmen anak sebagai tentara, standar yang diterapkan pada Kelompok
Bersenjata Non-Negara lebih ketat daripada vang diterapkan pada negara, scrta
kewajiban hukum yang dimuat dalam instrument-instrumen hukum seringkali
tidak merujuk kewajiban secara langsung pada Kelompok Bersenjata Non-Negara,
melainkan mewajibkan negara untuk menegakkan standar-standar ini.”
Akibatnva, tidak selalu jelas apa vang menjadi kewajiban dari Kelompok
Bersenjata Non-Negara.

Tantangan-tantangan lersebul menyebabkan sedikilnya peluang bagi
Kelompok Bersenjata Non-Negara untuk dapat dimintakan
pertanggungjawabannya. Selain itu, Kelompok Bersenjata Non-Negara juga harus
memenuhi threshold yvang berlaku agar dapat menjadi pihak yang terikat oleh
Hukum Humaniter Internasional. Hal tersebut menimbulkan permasalahan
mengenai  pertanggung jawaban vang dapat dimintakan kepada kelompok
bersenjata khususnya pimpinannya yang menggunakan Tentara Anak scbagai
bagian dan pasukan dalam konflik bersenjata serta jaminan atas perlindungan
anak, terlebih karena anak memiliki perlindungan khusus dalam Hukum

Humaniter Internasional. Selain i, perekrutan Tentara Anak dalam konflik

* International Committee of the Red Cross. “Engaging Non-state Armed Groups on the
Protection of Children,” International Committee of the Red Cross, Diakses pada 18 Januart 2023,
Engamne Nop-stale Armed Groups on the Projection of Children | How does [aw protect m war? -

v raeehank -y
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bersenjata oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara seringkali dilakukan secara
tidak terkontrol

Meskipun AP I dan AP Il telah melarang rekrutmen Tentara Anak, namun
Rome Statute yang merupakan statuta dari International Criminal Court yang
secara spesifik menggolongkan rekrutmen tersebut sebagai Kejahatan Perang.
Selain itu, Rome Statute juga mengatur mengenal pertanggungjawaban dari
individu atas tindakan kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari International
Criminal Court. Adapun, Kelompok Bersenjata Non-Negara merupakan sebuah
‘kelompok’, sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan siapa yang dapat
dimintakan pertanggungjawabannya, Oleh karena itu, timbul pertanyaan
bagaimana seorang individu dari Kelompok Bersenjata Non-Negara dapat
dimintakan  pertanggungjawabannya  berdasarkan  Rome  Stature  kepada
tnternational Criminal Cowrt, Khususnya pimpinan dari Kelompok Bersenjata
Non-Negara tersebul. Atas latar belakang tersebul. pertanggungjawaban individu
pimpinan kelompok bersenjata non-negara atas rekrutmen Tentara Anak dalam
Konflik Bersenjata Non-Internasional menjadi hal yang menarik untuk diteliti.
Adapun. penelitian ini hanya akan membahas apa saja prosedur untuk suatu
situasi terkait rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara
dapat dirujuk dan diterima oleh fnternational Criminal Cowrt dan tidak membahas
hagaimana proses selanjutnya setelah situasi tersebut diterima oleh fnrernational

Criminal Court,

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dianalisis dalam penulisan
ini diantaranya:

|,  Bagaimana pertanggungjawaban pidana individu dari pimpinan Kelompok
Bersenjata Non-Negara dalam rekrutmen Tentara Anak dalam konflik
bersenjata non-internasional?

2. Apa saja faktor yang memungkinkan pimpinan Kelompok Bersenjata
Non-Negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas rekrutmen

Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional?

U Rahadian Diffaul Barrag Suwarlono, “Penpgeunaan Tentara Anak Oleh Aktor Sclain Nepars
Ditinjau Dari Hukoum Humaniter Internasional™, 527,
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
[.3.A. Dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini
adalah;

a. Mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban
pidana dari pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam
rekrutmen Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Intemasional;
dan

b. Mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban
pidana dari pimpinan Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam
rekrutmen Tentara Anak dalam konflik bersenjata non-internasional.

[.3.B. Manfaal dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis
Hasil analisis pengaturan dan konsep pertanggungjawaban dalam
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta tambahan
pengetahuan untuk membentuk atau memperbaiki peraturan dan/atau
kebijakan terkait.

b. Manfaat Teoritis
Penelitian i diharapkan dapat menjadi sumbangan pembahasan bagi

penelitian-penclitian di bidang hukum yang serupa di kemudian hari.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian  yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian
yuridis-normatil” dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier
secara  normatif  berdasarkan  pendckatan  konseptual dan  peraturan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual vang sesuai dengan rumusan
masalah untuk meninjau aturan hukoum apa saja vang digunakan dan mengatur
tentang pertanggungjawaban individu pimpinan kelompok bersenjata non-negara
atas rekrutmen Tentara Anak dalam konflik bersenjata non-internasional.

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah sumber data primer
yaitu peraturan perundangan-undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada

perjanjian-perjanjian internasional, sumber data sekunder vaitu jurnal. artikel.
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buku,

dan sebagainya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pimpinan

kelompok bersenjata non-negara atas rekrutmen Tentara Anak dalam konihik

bersenjata non-internasional, serta sumber data tersier berupa bahan-bahan lain

yang

dapat digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data

primer dan sumber data sekunder.

Adapun, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

(library research) dengan mempelajari berbagai bahan pustaka yang berkaitan

dengan permasalahan dalam tulisan ini seperti:

1.

Fad

i s

L5

Buku:
Peraturan perundang-undangan;
Jurnal;

Artikel, dan sebagainya.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini meliputi:
BAB I: Pendahuluan
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalal. tujuan
dan manfaat, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian
Imi,
BAB I1: Pengaturan Hukum Humaniter Internasional tentang
Rekrutmen Tentara Anak
Pada bab ni dijelaskan mengenai instrumen-instrumen hukum humaniter
internasional yang mengatur mengenai Tentara Anak secara umum,
kemudian lebih spesifik dijelaskan mengenai instrumen internasional yang
berlaku terhadap rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata
dikaitkan dengan teori Hukum Humaniter Internasional,
BAB II1: Rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata
Non-Negara
Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai pihak yang dikategorikan
schagail Tentara Anak dalam konflik bersenjata, kemudian lebih spesifik

dijelaskan mengenai rekrutmen Tentara Anak dalam konflik bersenjata
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oleh Kelompok Bersenjata dikaitkan dengan teori Hukum Humaniter
Internasional.

BAB IV: Analisa terhadap Rekrutmen Tentara Anak oleh Kelompok
Bersenjata Non-Negara dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Pada bab ini penulis menganalisis mengenai pengaturan Tentara Anak
vang dilakukan oleh Kelompok Bersenjata dalam kontlik bersenjata
berdasarkan  Hukum  Tumanmiter  Intemasional  yang  berlako  serta
bagaimana pertanggungjawaban individu dari Kelompok Bersenjata
Non-Negara yang merekrut Tentara Anak.

BAB V: Penutup

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil
penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam

rumusan masalah penulisan ini.
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